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ABSTRAK 

 

Tindak pidana desersi beberapa tahun belakangan menjadi tindak pidana yang 

paling sering dilakukan oleh prajurit TNI. Ini terbukti dengan data yang 

menunjukkan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2011-2014, persentase tindak 

pidana desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengalami kenaikan. Pada 

tahun 2011 ada 16 perkara dari jumlah 65 perkara dengan persentase 24,6 %, 

tahun 2012 ada 33 perkara dari jumlah 109 perkara dengan persentase 30,3 %, 

tahun 2013 ada 35 perkara dari jumlah 104 perkara dengan 33,7 %, dan tahun 

2014 ada 28 perkara dari jumlah 72 perkara dengan persentase 38,9 %. Penelitian 

ini melakukan kajian terhadap salah satu perkara desersi yang diputus dengan 

putusan in absentia dengan nomor putusan 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014. 

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field research) dengan lokasi penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. 

Sifat penelitiannya menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu melukiskan 

tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.Sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, pendekatan 

yuridis digunakan untuk menganalisa Pasal 87 Ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi peradilan in 

absentia dalam perkara pidana desersiPutusan Nomor 24-

K/PM.II/11/AD/IV/2014 telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 87 Ayat (1) tentang 

desersi.Dalam proses awal, terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya yaitu Grup-2 

Kopassus Kartasura ke Denpom IV/4 Surakarta.Kemudian dari Polisi Militer 

menerjunkan personil untuk mencari barang bukti dan para saksi. Setelah 

terkumpul kemudian pemberkasan Bukti Acara Pemeriksaan selesai, berkas 

tersebut dikirim ke Oditurat Militer II-11. Oditurat Militer kemudian menelaah 

dan meneliti berkas perkara, apabila sudah lengkap dapat dinaikkan ke Pengadilan 

Militer II-11 Yogyakarta, dan apabila belum lengkap, berkas di kembalikan lagi 

ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diperbaiki. 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana, Desersi,Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, 

Implementasi, In Absentia 
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MOTTO 

 

 

“No Pain No Gain” 

“Pantang Pulang Sebelum Api Padam” 
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تِ رِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِئَابِالِله مِنْ شُرُوْ هُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوْذُهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُلّلِ الْحَمْدُ

وَ  مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْيُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلهَ إِلَا الُله لأأَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ الُله فَ

سُوْلُ الله.  اَللّهُمَ صَلِّ وَ سَلِمْ عَلَى سَيِدِنَا محمدٍ وَ عَلَى أَلِهِ وَ أَصْحَابِهِ ا رَأَشْهَدُ أَنَ محمدً

 - أَمَا بَعْدُ -أَجْمَعِيْنَ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Istilah militer berasal dari kata miles, yang dalam bahasa Yunani berarti 

orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang.
1

 Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) adalah ujung tombak pertahanan Indonesia, yang 

bertugas untuk menghalau ancaman dari luar maupun dalam negeri. Tentara 

adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas 

pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman 

bersenjata.
2
 

 Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
3
 

 Berdasarkan keterangan diatas sudah jelas kedudukan TNI sangatlah 

diandalkan oleh masyarakat Indonesia dibidang pertahanan dan keamanan. 

                                                           
1
Mayjen TNI S. Supriyatna, Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di 

Indonesia dalam Jurnal Hukum Militer Vol.1 No.5 November 2012,(Jakarta: Pusat Studi Hukum 

Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer,2012),hlm.3,lihat juga S. R. Sianturi, Pengenalan dan 

Pembangunan Hukum Militer Indonesia , Pidato (sebagai Lektor Kepala) pada Dies Natalis Ke-32 

Akademi Hukum Militer-Perguruan Tinggi Hukum Militer, tanggal 2 Oktober 1984, (Jakarta: 

Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hlm.9.  

 
2
Pasal 1 ayat 21 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang 

Tentara Nasional Indonesia. 

 
3
 www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html, diakses pada 16 Februari 2015, 

Pukul 15.45 WIB. 
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Namun pada kenyataannya banyak sekali anggota TNI, baik dari Angkatan 

Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)  yang melakukan 

tindak pidana yang merugikan bagi dirinya sendiri, orang lain, dan tentu saja 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Dalam militer, berlaku 2 (dua) jenis hukum pidana yang berlaku bagi 

mereka, yakni hukum pidana sipil dan hukum pidana militer. Bahwa hukum 

pidana sipil ini juga berlaku bagi anggota-anggota tentara, antara lain ternyata 

dalam Pasal 1 dikatakan bahwa aturan-aturan umum termasuk juga bab IX 

KUHP pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP militer.
4
 Dalam 

Pasal 2 : jika perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada KUHP 

militer tidak ada disebut disitu, maka dipakai perbuatan pidana yang tersebut 

dalam KUHP umum.
5

 Dalam Pasal 3 : Ketentuan-ketentuan mengenai 

perbuatan-perbuatan yang dimuat dalam KUHP yang dilakukan di perahu atau 

di kapal, atau bersangkutan dengan perahu atau kapal angkatan perang, 

kecuali jika isi ketentuannya sendiri mengecualikan berlakunya atau jika 

perbuatan-perbuatan itu dikenakan aturan-aturan hukum pidana yang lebih 

berat.
6
 

 Demikian juga dengan pemberlakuan Hukum Acara bagi anggota 

militer. Hukum Acara bagi anggota militer disamping berlaku hukum acara 

pidana umum, berlaku juga hukum pidana khusus yaitu hukum acara pidana 

                                                           
4
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm.22.  

 
5
Ibid. 

 
6
Ibid, hlm.23. 
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militer. Hukum acara pidana militer diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 

1950, dimana didalam Pasal 2 menyebutkan bahwa bagi hukum acara pidana 

pada peradilan militer berlaku sebagai pedoman HIR dengan perubahan-

perubahan seperti yang dimuat didalam Undang-Undang ini.
7

 Dengan 

dicabutnya HIR,maka kata HIR pada Pasal-Pasal Undang-Undang No.6 Tahun 

1950 tersebut harus dibaca KUHAP sebagai pedoman.
8
 

 Pengertian kata “pedoman” dalam Pasal 2 Undang-Undang No.6 Tahun  

1950 adalah ketentuan-ketentuan KUHAP diterapkan dalam lingkungan 

peradilan militer untuk materi atau hal-hal yang tidak diatur dalam hukum 

acara pidana militer dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan 

asas-asas pokok yang terdapat dalam hukum acara pidana militer baik yang 

tersurat maupun yang tersirat.
9
 

 Desersi adalah salah satu tindak pidana yang hanya berlaku untuk 

anggota militer karena hanya diatur dalam KUHPM dan tidak diatur dalam 

KUHP. Desersi yang dilakukan anggota TNI sebagaimana dijelaskan pada 

Pasal 87 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). 

 Pada penulisan skripsi ini, pemilihan judul Implementasi Peradilan In 

Absentia Dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor 24-

K/PM.II/11/AD/IV/2014),diangkat dengan beberapa pertimbangan, yaitu: 

                                                           
7
Moch.Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 2004), 

hlm.55. 

 
8
Ibid. 

 
9
Ibid,Hlm. 55-56. 
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1. Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Militer 

II-11 Yogyakarta, Tindak pidana desersi yang diputus melalui Sistem 

Peradilan In Absentia dari tahun 2011-2014 di pengadilan ini, presentase 

terhadap jumlah perkara yang masuk tiap tahunnya bertambah besar. 

Dengan rincian sebagai berikut, yaitu : 

Tabel. 1 

Daftar Perkara Masuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2011-

2014 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desersi adalah tindak pidana yang mencoreng nilai-nilai dalam Sumpah 

Prajurit dan Sapta Marga TNI. Sebagaimana Sumpah, maka itu adalah 

janji antara prajurit dengan Tuhannya bahwa prajurit tersebut akan 

menjalankan tugas sebagai prajurit TNI dengan sebaik-baiknya. 

3. Terdakwa dalam Putusan Nomor : 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 adalah 

seorang anggota Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) berpangkat 

Sersan Kepala (SERKA), salah satu pasukan elit yang berada dibawah 

naungan TNI-AD. 

No. 

Tahun 

Masuk 

Perkara 

Jumlah 

Perkara 

Masuk 

Jumlah Perkara In 

Absentia Tindak 

Pidana Desersi 

Presentase 

1. 2011 65 16 24,6 % 

2. 2012 109 33 30,3 % 

3. 2013 104 35 33,7 % 

4. 2014 72 28 38,9 % 
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4. Komitmen terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dipertanyakan, karena 

terdakwa sudah kurang lebih 8 tahun menjadi prajurit TNI. Tentunya 

selama 8 tahun telah banyak mengalami suka duka sebagai prajurit TNI.  

 Prajurit TNI dituntut untuk menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah 

Prajurit. Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan 

Sumpah Prajurit, setiap Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia 

memiliki sendi-sendi yang kukuh, kode etik dalam pergaulan,kode 

kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, 

serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.
10

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah 

penelitian ini, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi peradilan In Absentia perkara pidana 

desersi dalam Putusan No. 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 Pengadilan 

Militer II-11 Yogyakarta ? 

2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim Militer yang memutus 

perkara tersebut? 

 

 

 

                                                           
10

Moch.Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 

2006), hlm.21-22. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peradilan In Absentia 

dengan terdakwa anggota TNI, terutama dalam perkara pidana 

desersi. 

b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan Majelis 

Hakim Militer yang memutus perkara In Absentia dalam kasus 

desersi tersebut. 

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Sebagai sumbangan khasanah ilmu dan wacana dalam pemikiran 

hukum positif yakni dibidang hukum pidana, khususnya hukum 

pidana militer. 

b. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada 

Fakultas Syari’ah dan Hukum umumnya dan Prodi Ilmu Hukum 

pada khususnya, serta menjadi rujukan  penelitian berikutnya tentang 

peradilan In Absentia dalam perkara pidana desersi. 

 

D. Telaah Pustaka 

 Beberapa karya ilmiah tentang desersi dan In Absentia Desersi di 

antaranya Eka Puspita Dewi dalam skripsinya yang berjudul Pidana 

Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer Dalam Perkara Desersi yang 

Diperiksa Secara In Absensia. Dalam penelitian ini, Eka Puspita Dewi 
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memaparkan tentang alasan adanya tambahan pidana pemecatan dalam 

peradilan In Absensia dalam perkara pidana desersi.
11

 Sedangkan 

perbedaannya dengan skripsi berjudul Implementasi Peradilan In Absentia 

dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor : 24- 

K/PM.II/11/AD/IV/2014) terletak pada obyek penelitiannya. Skripsi ini lebih 

memaparkan tentang pelaksanaan peradilan In Absentia dalam perkara pidana 

desersi.  

 Kemudian skripsi Fatmawati Faharuddin dari Universitas Hasanuddin 

Makassar, dengan judul Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi 

Secara In Absensia di Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus 

Putusan Nomor : 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013), memaparkan tentang 

pertimbangan yang mendasari pembenaran (Justifikasi) dalam tindak pidana 

desersi secara In Absentia dan bagaimana proses acara pemeriksaan tindak 

pidana desersi secara In Absentia di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada 

putusan Nomor : 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013.
12

Sedangkan perbedaannya 

dengan skripsi berjudul Implementasi Peradilan In Absentia dalam 

Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor : 24- 

K/PM.II/11/AD/IV/2014) terletak pada tempat serta materi yang diteliti. 

Tempat Penelitian dari skripsi ini di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan 

                                                           
11

Eka Puspita Dewi, “Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer dalam Perkara 

Desersi yang Diperiksa Secara In Absentia”, Skripsi, Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, 

Surabaya : 2011. 

 
12

 Fatmawati Faharuddin, “Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara In 

Absentia Di Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 115-K/PM.III-

16/AD/IX/2013)”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Makassar : 2014. 
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materi yang diteliti tentang implementasi dari peradilan In Absentia dalam 

perkara pidana desersi. 

 Selanjutnya Skripsi dari Dwi Haryanto dari Universitas Sebelas Maret 

meneliti Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan 

Putusan Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota TNI (Studi 

Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta). Skripsi ini memaparkan 

juga tentang dasar pertimbangan hakim yang memutus perkara desersi di 

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak hanya berdasarkan Pasal 87,88,89 

KUHPM, tetapi juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari 

persidangan.
13

Sedangkan perbedaannya dengan skripsi berjudul 

Implementasi Peradilan In Absentia dalam Perkara Pidana Desersi (Studi 

Putusan Nomor : 24- K/PM.II/11/AD/IV/2014) terletak pada materi yang 

diteliti. Materi yang diteliti dalam skripsi ini adalah keseluruhan dari 

pelaksanaan peradilan In Absentia dalam perkara pidana desersi Nomor 24- 

K/PM.II/11/AD/IV/2014. 

 Lalu Skripsi dari Eko Wendra dari Universitas Janabadra yang berjudul 

Tinjauan Yuridis terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Darat (TNI-AD) yang Melakukan Tindak Pidana Desersi 

(Study Kasus di Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta), Eko Wendra 

memaparkan bahwa terjadinya tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 

87,88, dan 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM ) ada 2 

                                                           
13

Dwi Haryanto,”Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-

11 Yogyakarta)”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Surakarta : 2008. 
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(dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dan sanksi pidana pokok 

berupa pidana penjara dan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari 

dinas militer yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM.
14

Sedangkan perbedaannya 

dengan skripsi berjudul Implementasi Peradilan In Absentia dalam 

Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor : 24- 

K/PM.II/11/AD/IV/2014) terletak pada materi yang diteliti. Dalam skripsi ini 

yang diteliti adalah keseluruhan dari pelaksanaan peradilan In Absensia dalam 

perkara pidana desersi Nomor 24- K/PM.II/11/AD/IV/2014, sedangkan skripsi 

milik Eko Wendra hanya menitikberatkan pada dasar hukum tindak pidana 

desersi. 

 Selanjutnya ada referensi skripsi dengan tema non militer yang diperiksa 

dan diadili secara In Absentia, misalnya skripsi yang dibuat oleh Ahmad 

Farhan Faris dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang 

berjudul Peradilan In Absentia Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi (Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif), memaparkan 

komparasi analisis penanganan pelaku tindak pidana korupsi secara In 

Absentia, ditarik dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif.
15

 

Sedangkan perbedaanya dengan skripsi berjudul Implementasi Peradilan In 

Absentia dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor : 24- 

                                                           
14

 Eko Wendra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Darat (TNI-AD) Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Study Kasus di Pengadilan 

Militer II/11 Yogyakarta)”, Skripsi, Universitas Janabadra Yogyakarta, Fakultas Hukum, 

Yogyakarta: 2012. 

 
15

Ahmad Farhan Faris, “Peradilan In Absentia Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi (Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Skripsi, Universitas Negeri Islam (UIN Syarif 

Hidayatullah), Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta : 2011. 
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K/PM.II/11/AD/IV/2014), terletak pada subyek dan obyek penelitian. Subyek 

penelitian skripsi ini adalah dengan terdakwa seorang anggota militer. Obyek 

yang diteliti adalah perkara pidana desersi yang merupakan tindak pidana 

militer murni. 

 

E. Kerangka Teoretik 

 Dalam menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan teori-teori, 

yaitu : 

1.  Strafbaar Feit  

 Straafbaar Feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti 

diantaranya, yaitu : tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa 

pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.
16

 

 Moeljatno yang menerjemahkan istilah Strafbaar Feit sebagai 

“perbuatan pidana” menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons 

dan van Hamel mengandung dua pengertian, sebagai berikut : 

a. Bahwa feit dalam Strafbaar Feit berarti handeling, kelakuan, 

atau tingkah laku; 

b. Bahwa pengertian Strafbaar Feit dihubungkan dengan 

kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.
17

 

 

                                                           
16

Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 

hlm.160. 

 
17

Ibid, hlm.162. 
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2. Zuiver Militaire Delict 

 Strafbaar Feit inilah yang merupakan akar dari Zuiver Militaire 

Delict (Tindak pidana militer murni). Tindak pidana militer murni 

adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang 

militer, karena sifatnya khusus untuk militer.
18

 

  Contoh:
19

 

a. Tindak Pidana Insubordinasi yang tertera pada Pasal 105-109 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). 

b. Tindak pidana Disersi pada Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Militer(KUHPM). 

 Tindak Pidana Meninggalkan Pos Penjagaan Pasal 118 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).   

3. Wilstheorie (teori kehendak) 

 Teori Kehendak (wilstheorie) diajarkan oleh von Hippel (Jerman) 

dalam bukunya Die Grenze Vorsatzund Fahrlassigkeit tahun 1903. 

Menurut teori ini, kesengajaan merupakan kehendak melakukan suatu 

perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang dan 

diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Artinya, akibat yang 

ditimbulkan merupakan kehendak dilakukannya suatu perbuatan 

                                                           
18

Adis Nevi Yuliani, Tinjauan Penanganan Kasus Insubordinasi Oleh Anggota Tentara 

Nasional Indonesia, skripsi, Universitas Hassanudin, Fakultas Hukum, Makassar :2013, hlm.18. 

 
19

Ibid. 
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tertentu atau perbuatan itu dilakukan bertujuan menimbulkan suatu 

akibat tertentu.
20

  

 

4. Doel Theorien (Teori Relatif) 

 Teori Relatif atau Doel Theorien berpokok pangkal pada dasar 

bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 

masyarakat.
21

 Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah 

agar orang tidak melakuan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk 

pemuasan absolute atas keadilan. 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (Field research), penelitian dilaksanakan di 

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan sasaran data adalah 

keterangan yang langsung diberikan oleh Majelis Hakim yang memutus 

perkara Putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014. Penelitian ini juga 

didukung dengan penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji 

dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini, yakni dokumen yang berhubungan dengan Peradilan In 

Absentia dalam Tindak Pidana Perkara Desersi, seperti Berkas Putusan, 

                                                           
20

Ibid, hlm.202-203. 

 
21

 www.thezmoonstr.blogspot.com/2013/07teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html?m=1, 

akses 03 Maret 2015 Pukul 23.12 WIB 
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Buku Register Perkara, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung 

penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaknimendeskripsikan dan 

menganalisis implementasi peradilan In Absentia pada Putusan Nomor 24-

K/PM.II/11/AD/IV/2014 , yakni tentang tindak pidana desersi. 

 

3. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. 

Skripsi ini dikaji secara yuridis yakni mengkaji konsep normatif yang 

berkaitan dengan perkara desersi dan peradilan In Absentia yakni Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

 

4. Bahan Hukum Penelitian 

  Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Bahan Primer 

 Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperoleh langsung 

dari narasumber yakni Majelis Hakim yang mengutus perkara Putusan 

Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 atau bahan hukum primer lainnya, 

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perUndang-

Undangan, yakni UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer, Teks Sumpah Prajurit TNI, dan Teks Sapta Marga TNI. 

 

b. Bahan Sekunder 

 Bahan sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah 

tentang hukum yang terkait dengan tema. 

c. Bahan Tersier 

Bahan  tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedi hukum. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

  Observasi dilakukan dilakukan dalam setiap awal pembuatan suatu 

karya ilmiah. Observasi dilakukan dengan cara mencatat dan 

mengelompokkan hal-hal yang nantinya digunakan sebagai bahan 

penelitian, serta pendataan calon narasumber. 

b. Wawancara 

  Wawancara dilakukan guna memperoleh data-data primer yang 

berkaitan dengan penelitian ini, bertempat di Pengadilan Militer II-11 

Yogyakarta. Wawancara akan dilakukan dengan sasaran para 

narasumber yang terlibat didalam proses yang menghasilkan Putusan 

Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014, terutama Majelis Hakim yang 

memutus perkara. 

c. Studi Pustaka 
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 Studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh sebagian data primer 

dan juga untuk melengkapi data-data lainnya yang sifatnya penting 

untuk kelanjutan penelitian ini. Selain itu juga, Studi pustaka sebagai 

bahan untuk menganalisis hasil dari data primer yang diperoleh dengan 

teknik wawancara. 

6. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan teknik analisis 

data deduktif yaitu mengolah data yang didapat dari sumber data primer., 

sekunder, dan tersier dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal 

yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 bab dengan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 Bab Pertama berisi Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka 

teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Bab Kedua berisi, Pengertian Peradilan In Absentia, Tinjauan umum 

Peradilan Militer, Peradilan In Absentia, dan Tindak pidana desersi. 

 Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum Pengadilan Militer II-11 

Yogyakarta, meliputi : letak geografis, aturan yang mengatur tentang lembaga 

tersebut, sejarah, visi, misi, wilayah hukum serta gambaran kasus. 
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 Bab Keempat berisi tentang analisis data atas hasil penelitian yang akan 

membahas tentang Implementasi Peradilan In Absentia perkara pidana desersi 

dalam Putusan No. 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 Pengadilan Militer II-11 

Yogyakarta dan pertimbangan Majelis Hakim Militer yang memutus perkara 

tersebut. 

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar 

pustaka. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dari 

analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi peradilan In Absentia dalam perkara No. 24-

K/PM.II/11/AD/IV/2014 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, 

sudah sesuai dengan hukum acara dan aturan yang berlaku dalam hal 

ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 

dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). 

Terdakwa yang desersi dihitung sejak tanggal 06 November 2013 

hingga saat putusan ini dibuat tidak sama sekali menunjukkan itikad 

baik untuk memberi kabar kepada Kesatuannya, baik melalui surat, 

telepon, atau datang sendiri ke Kesatuannya. Peradilan in absentia 

diterapkan dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa sama sekali tidak 

hadir dalam persidangan, setelah pemanggilan sebanyak 3 kali oleh 

pihak Oditurat Militer II-11 Yogyakarta. Dalam perkara ini, Terdakwa 

di jatuhi hukuman pidana penjara 10 bulan. Penjatuhan hukuman 

tersebut sudah sesuai dengan Pasal 87 Ayat (1) dan Pasal 87 Ayat (2), 

dimana hukuman maksimal untuk anggota TNI yang melakukan 

tindakan desersi dalam waktu damai adalah 2 tahun 8 bulan.  
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 Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi hukuman pidana penjara 10 bulan 

dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Penjatuhan pidana 

tambahan ini dirasa layak, dikarenakan selama dari proses penyidikan 

sampai dengan diputusnya, terdakwa tidak pernah menunjukkan diri dalam 

masa 3 kali pemanggilan oleh oditur militer. Oleh karena itu terdakwa 

dianggap tidak mempunyai itikad baik dan niat untuk menjadi seorang 

prajurit TNI, sehingga menurut para Majelis Hakim terdakwa tidak layak 

dipertahankan sebagai prajurit TNI.  

2. Pertimbangan majelis hakim ini didukung oleh barang bukti dan 

keterangan saksi yang diajukan dimuka persidangan. Saksi-1 memaparkan 

kronologi awal di PTPAD ketika terdakwa diajak ke tenda kolat untuk 

latihan tetapi tidak kunjung menyusul dan kemudian menghilang. Saksi-2 

dan Saksi-3 menyatakan bahwa terdakwa memang meninggalkan kesatuan 

lebih dari 30 hari tanpa ijin. Namun dari 3 saksi tersebut tidak ada satupun 

yang mengetahui alasan mengapa terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa 

ijin. Tidak dibenarkan dengan alasan apapun meninggalkan kesatuan tanpa 

ijin, apalagi terdakwa meninggalkan Kesatuannya ketika sedang bertugas. 

 Dalam hal ekseskusi terdakwa, menurut salah satu hakim anggota yang 

memutus perkara desersi Serka Syahroni, Mayor (Chk) Ahmad Effendi, 

S.H., M.H. menyatakan bahwa terdakwa yang melarikan diri itu belum 
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ditemukan, maka tidak dapat diekseskusi, kecuali nanti jika sudah 

tertangkap, maka langsung dieksekusi oleh oditur militer.
1
 

  

B. Saran 

 Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penyusun mempunyai saran-

saran konstruktif guna merespon temuan data dan analisis penyusun 

terhadap pokok permasalahan yang ada, diantaranya: 

1. Untuk Hakim 

 Dalam hal pembuktian di persidangan, akan lebih baik apabila para 

saksi tetap dihadirkan didalam persidangan, walaupun didalam hukum 

acaranya memungkinkan untuk menggunakan keterangan saksi 

dibawah sumpah yang ada didalam Bukti Acara Pemeriksaan (BAP). 

Dengan mendengarkan keterangan para saksi sendiri, Majelis Hakim 

akan optimal dalam mempertimbangkan hukuman apa yang paling 

tepat untuk terdakwa. 

 

2. Untuk Penyidik / Polisi Militer 

 Dalam hal pengumpulan informasi, menurut penyusun tetap perlu 

memanggil istri terdakwa sebagai saksi. Dalam hal ini walaupun istri 

tidak terkait masalah dinas militer, tetapi istri terdakwa adalah salah 

satu orang terdekat yang mungkin dapat memberikan informasi 

mengenai keberadaan terdakwa. Sehingga, terdakwa bisa segera 

                                                           
1
Hasil Wawancara dengan Mayor (Chk) Ahmad Effendi, S.H. M.H. Pada 30 Maret 2015 

Pukul 08.35 WIB. 
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ditemukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka 

hukum, Kesatuan, dan Negaranya. 

 

3. Untuk TNI Khususnya Kesatuan Grup-2 Kopassus Kartasura 

a. Masih maraknya desersi dikalangan Tentara Nasional Indonesia 

(TNI), membuktikan bahwa bukan hanya pelatihan akademik, fisik, 

dan kedisiplinan semata yang penting untuk menunjang kemampuan 

anggota TNI, tetapi pelatihan Mental dan Keagamaan harus 

ditingkatkan. Dengan peningkatan pelatihan mental dan agama, 

diharapkan para anggota TNI selalu siap siaga baik lahir maupun 

batin untuk menghadapi situasi apapun. 

b. Semboyan Kopassus sendiri adalah “Berani, Benar, Berhasil”. 

Dalam hal ini terdakwa sebagai anggota Kopassus tidak 

mencerminkan semboyan tersebut. Perlu adanya peningkatan 

tentang pemahaman agar semua anggota Kopassus dapat menjadi 

prajurit yang berani, benar, dan selalu berhasil dalam setiap misi. 
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Hukum
UIN Sunan KalJa9a

di

Yogyakarta

1. Dasar:

a. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor : 56 Tahun 2004 tentang
Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung R.l.

b. Surat Ketua Prodi llmu Hukum Nomor: U|N.oJDS.l/PP.szal2O15 tanggal
Maret 2015, tentang Permohonan ljin Penelitian.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas kami laporkan bahwa Mahasiswa
atas nama :

W`2.MIL.04/(`ゞ ノB/VI/2015
Biasa
Telah rnelakukan penelitian di

Pengadilan M‖ iter‖ -1l Yka

Nama

Nomor Mhs

Fakultas

Universitas

Alamat

: EKO IRIANTO PRAYUDHA

: 11340051

: Syanan dan Hukum

: UiN Sunan Kaluaga

l 」|.Marsda Adisutcipto Yogyakarta 55281.

Siswa tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian / Riset di
Pengadilan 4ヽinter l卜 1l Yogyakarta sebagai syarat dalarn rangka penyusunan

skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI PERADILAN IN ABSEN丁IA DALAM PERKARA PIDANA
DESERSi(SttUDI PUTUSAN NOMOR124-K/PM.lν l 1/ADノ IV/2014)."

Demikian mohon dimaklumi.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

           YOGYAKARTA

                                                                PUTUSAN

Nomor   : 24-K/PM.II -11/AD/IV/2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan 

mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum 

di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap      : SYAHRONI.

Pangkat / NRP      : Serka / 21020088401281.

Jabatan      : Ba Ops-2/21.

Kesatuan     : Grup-2 Kopassus.

Tempat dan  tanggal lahir     : Tabalong, 26 Desember 1981.

Jenis kelamin      : Laki-laki

Kewarganegaraan      : Indonesia

A g a m a      : Islam

Tempat tinggal      : Asrama Grup-2 Kopassus Kartasura, Sukoharjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca            :        Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan   :        1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Grup-2 Kopassus  

selaku Papera Nomor : Kep/ 02 / III /2014 tanggal 20  Maret  2014.

2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-21/ IV /2014  tanggal 1 April 2014.

                                    3. Surat Keterangan dari Kasi Intel an.Komandan Grup-2 Kopassus Nomor 

: B / 601 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 menyatakan Terdakwa 

sedang desersi dan sampai sekarang belum kembali  ke satuan.  

1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

                                        4. Surat panggilan untuk menghadap persidangan Terdakwa dan para 

Saksi. 

                                    5.  Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. 

Mendengar        :        1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-21/ IV /2014  

tanggal 1 April 2014 di depan sidang yang  dijadikan dasar dalam 

pemeriksaan perkara ini.

                                        2. Hal-hal lain yang diterangkan dipersidangan dan keterangan-  keterangan 

para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :     Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis 

Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana : 

                                    “ Desersi dalam waktu damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) 

ke-2 jo ayat (2) KUHPM,  dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar 

Terdakwa dijatuhi pidana :

    Pidana pokok         :  Penjara selama 10  ( sepuluh ) bulan

    Pidana tambahan  :  Dipecat dari dinas TNI  AD

                                    Menetapkan barang bukti berupa  surat-surat:

     - 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Syahroni NRP. 

21020088401281 Ba Ops-2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 

2013 sampai dengan bulan Januari 2014. 

    Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

     Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar               Rp. 

15.000,- ( lima belas ribu rupiah).

Menimbang :   Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa 

didakwa sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, 

yaitu sejak tanggal enam bulan Nopember tahun 2000 tiga belas sampai 

dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun 2000 empat belas, 

setidak-tidaknya dalam Tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 

empat belas bertempat di Ma Grup-2 Kopassus Surakarta atau setidak 

tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 

II-11Yogyakarta  telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak 

hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan 

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Grup-2 

Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21020088401281 dan sampai 

dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer. 

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan 

Kesatuannya sejak tanggal 6 Nopember 2013 pada saat mengikuti latihan 

Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) 

Pondok Cabe. 

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan 

Satuan, Kesatuan telah berupaya melakukan  pencarian terhadap Terdakwa 

ke rumah orang tua Terdakwa di Kalimantan Selatan, di rumah mertua 

Terdakwa dan di sekitar Solo Raya namun tidak diketemukan. 

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin 

yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak 

tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak 

Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 atau selama 85 

(delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau selama lebih dari 30 

(tiga puluh) hari secara beturut-turut.  

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak  

dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang 

3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Grup-2 Kopassus tidak  sedang 

dipersiapkan tugas operasi Militer.

    Berpendapat  :  Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan 

pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang          : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan , namun 

para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita 

Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta masing-masing pada 

tanggal 8 dan 10 Januari 2014 dan yang bersangkutan telah dipanggil 

secara sah oleh Oditur Militer namun tidak hadir di persidangan dan saat 

dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer 

telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan maka keterangan 

dimaksud sama nilainya apabila para Saksi hadir di persidangan.  

                                        Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk 

membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :  

Saksi-1              :     Nama lengkap     :     SUROSO.

Pangkat/NRP                    :     Serka/21020181610282.

Jabatan   :     Danru 3/3/1/21.

    Kesatuan   :     Grup-2 Kopassus.

    Tempat dan tanggal lahir  :     17 Pebruari 1982.

    Jenis Kelamin   :     Laki-laki

    Kewarganegaraan   :     Indonesia

    A g a m a   :     I s l a m

    Alamat tempat tinggal      :   Asrama Grup-2 Kopassus Rt. 06 Rw.14 
Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab. 
Sukoharjo.

    Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

    1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2004 di 

Kesatuan Grup-2 Kopassus, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan 

dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

    2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan 

Kesatuan sejak tanggal 6 Nopember 2013, pada saat mengikuti latihan 

Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) 

Pondok Cabe Jakarta dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. 

    3. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib  Saksi 

mengajak Terdakwa ke tenda Kolat untuk latihan terjun payung, namun 

Terdakwa menjawab “ Ya nanti saya menyusul ”, tetapi sampai sekira 

pukul 11.00 Wib Terdakwa tidak menyusul sehingga Saksi mengecek ke 

barak tempat istirahat tetapi Terdakwa tidak ada. 

                                     4.Bahwa pada hari Jum`at tanggal 12 Nopember 2013, Saksi menerima 

telepon dari istri Terdakwa (Sdri. Widowati Sari Dewi, SE) yang 

menanyakan keberadaan Terdakwa, karena istri Terdakwa tidak dapat 

menghubungi Terdakwa melalui telepon.  

    5.  Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 

07.00 Wib, Saksi melapor kepada Pa Ops PTPAD Kapten Inf Rommy 

kalau Terdakwa tidak ada di PTPAD, dan menurut Kapten Inf Rommy 

bahwa Terdakwa ijin pulang ke Solo untuk menunggu istrinya yang akan 

melahirkan, karena menurut keterangan dokter istri Terdakwa akan 

melahirkan sekira tanggal 12 - 13 Nopember 2013, kemudian Saksi 

melaporkan kembali bahwa Terdakwa juga tidak ada di rumahnya yang 

beralamat di Asrama Grup-2 Kopassus Kartasura Sukoharjo, mendapat 

laporan tersebut selanjutnya Kapten Inf Rommy menelpon istri Terdakwa 

menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh istri Terdakwa bahwa 

suaminya (Terdakwa) tidak ada di Solo.

    6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan 

tanpa ijin Kesatuannya, karena selama latihan di PTPAD Terdakwa terlihat 

biasa saja dan tidak pernah menceritakan permasalahan yang dihadapinya. 

    7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan 

Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang 

keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke 

Kesatuan. 

    8. Bahwa dari Kesatuan Grup-2 Kopassus telah melakukan upaya 

pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Surakarta dan menghubungi istri 
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Terdakwa serta keluarga Terdakwa di Kalimantan melalui telepon, namun 

Terdakwa tidak diketahui keberadaannya. 

    9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa iji dari 

Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 

keadaan damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan 

untuk tugas operasi militer.  

     Saksi-2             :     Nama lengkap   :    MARSEL TEIN.

Pangkat/NRP   :    Serka/31950268890573.

Jabatan   :    Ba Intel Ki 2 Yon 21.

Kesatuan   :    Grup-2 Kopassus.

Tempat dan tanggal lahir  :    Soe NTT, 10 Mei 1973.

    Jenis Kelamin   :    Laki-laki

    Kewarganegaraan   :    Indonesia

     A g a m a   :    Kristen.

     Alamat tempat tinggal   : Asrama Grup-2 Kopassus,                              

Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

    Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinas di Grup-2 

Kopassus pada tahun 2004 dan pernah melaksanakan tugas Operasi di 

Aceh bersama Terdakwa, kenal hanya sebatas hubungan dinas antara 

atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan 

Kesatuan sejak tanggal 6 Nopember 2013 yaitu pada saat Terdakwa 

melaksanakan perintah Training Center di Pusat Terjun Payung Angkatan 

Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta dan sampai dengan sekarang tidak 

diketahui keberadaannya.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindakan 

meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 24 Nopember 2013 setelah 

diberitahu oleh Danki-2/21 Kapten Inf Arif Novianto melalui telepon. 

    4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan 

dinas tanpa ijin Kesatuannya karena pada saat itu Terdakwa sedang 
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mengikuti Training Center di PTPAD sedangkan Saksi sedang melatih 

Raider 411/Kostrad di Batujajar Bandung. 

5.  Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan 

Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang 

keberadaannya baik lewat surat, maupun telepon, dan Terdakwa tidak 

membawa barang-barang inventaris kantor.  

    6. Bahwa dari Kesatuan Grup-2 Kopassus telah melakukan upaya 

pencarian terhadap Terdakwa orang tuanya di Kalimantan Selatan yang 

dilakukan oleh Serka Indro Purnomo lalu di rumah mertuanya di Nusukan 

Solo, serta di sekitar Solo Raya namun Terdakwa tidak diketemukan.

                                     7.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari 

Komandan kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 

keadaan damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan 

untuk tugas operasi militer.  

     Saksi-3       :           Nama lengkap      :    NURHADI.

    Pangkat/NRP      :    Serda/31970332140776.

    Jabatan      :    Bamin Log/Juyar Ki-2/21.

    Kesatuan      :    Grup-2 Kopassus.

    Tempat dan tanggal lahir     :    Demak, 2 Juli 1976.

    Jenis Kelamin      :    Laki-laki

    Kewarganegaraan      :    Indonesia

     A g a m a      :    I s l a m

     Alamat tempat tinggal        :    Asrama Grup-2 Kopassus              Kec 
Kartasura  Kab. Sukoharjo.

    Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 namun hanya 

sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada 

hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan 

Kesatuan sejak tanggal 6 Nopember 2013 pada saat melaksanakan perintah 
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Training Center di PTPAD Pondok Cabe Jakarta dan hingga sekarang 

belum kembali ke Kesatuan..

3. Bahwa Terdakwa sejak minggu ke-2 bulan Nopember 2013 sampai 

dengan sekarang tidak melaksanakan apel pagi maupun apel siang dengan 

keterangan TK (Tanpa Keterangan). 

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan 

dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena pada saat itu Terdakwa sedang 

mengikuti Training Center di PTPAD sedangkan Saksi sebagai Bamin Log/

Juyar Ki-2/21 berada di Markas Grup-2 Kopassus Kartasura. 

5.  Bahwa Kesatuan Grup-2 Kopassus telah melakukan upaya pencarian 

terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kalimantan Selatan yang 

dilakukan oleh Serka Indro Purnomo anggota Yon-22, lalu di rumah 

mertuanya di Nusukan Solo, serta di sekitar Solo Raya namun Terdakwa 

tidak diketemukan.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan 

Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang 

keberadaannya baik lewat surat, maupun telepon, dan Terdakwa juga tidak 

membawa barang-barang inventaris kantor.  

    7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari 

Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan 

damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk 

tugas operasi militer.  

Menimbang          : Bahwa sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan ini, terhadap 

Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena berdasarkan Berita Acara 

tidak diketemukannya Tersangka pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2014 

sekira pukul 09.00 di Madenpom IV/4 Surakarta dan surat jawaban 

panggilan Oditur Militer dari  Kasi Intel an.Komandan Grup-2 Kopassus 

Nomor : B / 601 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 menyatakan Terdakwa 

sedang desersi dan sampai sekarang belum kembali  ke satuan.  

Menimbang        :      Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya sudah tidak 

ditemukan lagi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan 

persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara ( Vide Pasal 124 ayat (4) UU 

No. 31 Tahun 1997 ). 
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Menimbang          :    Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke 

persidangan berupa : 

Surat-surat  :

    

     - 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Syahroni NRP. 

21020088401281 Ba Ops-2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 

2013 sampai dengan bulan Januari 2014. 

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa 

yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi, 

maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang 

didakwakan. 

Menimbang          : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang 

bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka 

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat 

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di 

Grup-2 Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21020088401281 dan 

sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas 

militer. 

2  Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib 

saat Saksi-1 dan Terdakwa mengikuti latihan Training Center (TC) di 

Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta, 

Saksi-1 mengajak Terdakwa ke tenda Kolat untuk melakukan latihan, 

namun Terdakwa menjawab “ Ya nanti saya menyusul ”, tetapi sampai 

pukul 11.00 Wib Terdakwa tidak menyusul sehingga Saksi-1 mengecek 

ke barak tempat istirahat tetapi Terdakwa tidak ada dan sampai 

sekarang belum kembali ke Kesatuan. 

3  Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 

07.00 Wib, Saksi-1 melapor kepada Pa Ops PTPAD yaitu Kapten Inf 

Rommy kalau Terdakwa tidak ada di PTPAD dan menurut Kapten Inf 
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Rommy bahwa Terdakwa ijin pulang ke Solo untuk menunggu istrinya 

yang akan melahirkan sekira tanggal 12 - 13 Nopember 2013. 

4 Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 12 Nopember 2013, Saksi-1 

menerima telepon dari istri Terdakwa (Sdri. Widowati Sari Dewi, SE) 

yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena istri Terdakwa juga 

tidak dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon, selanjutnya 

Saksi-1 melaporkan kepada Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa juga 

tidak ada di Solo, dan setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya 

Kapten Inf Rommy menelpon istri Terdakwa menanyakan keberadaan 

Terdakwa dan  istri Terdakwa mengatakan suaminya tidak ada di Solo.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa 

melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan 

lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan 

keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke 

Kesatuan. 

    6. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap 

Terdakwa di sekitar Surakarta, Solo dan Kalimantan Selatan serta 

menghubungi istri Terdakwa serta keluarga Terdakwa namun Terdakwa 

tidak diketahui keberadaannya. 

    7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran di 

Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang 

berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai 

dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas 

operasi militer.  

    8.  Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Grup-2 Kopassus, Terdakwa 

melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya sejak tanggal 6 Nopember 2013 

dan sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada 

tanggal 22 Juli 2014 maka Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran 

tersebut selama 260 (dua ratus enam puluh) hari dan hal itu dilakukan 

secara berturut-turut atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari. 

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang 

dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan 

mengemukakan pendapat sebagai berikut :
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Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur 

Militer, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktiannya dan 

mengenai lamanya pemidanaan yang dimohonkan, Majelis Hakim 

sependapat dengan Oditur Militer. 

Menimbang      : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam 

dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung  unsur-unsur sebagai 

berikut :  

                                     Unsur kesatu      :   “  Militer  “

   Unsur kedua      :  “ Yang Karena salahnya atau dengan sengaja  

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ 

    Unsur ketiga       :   “  Dalam waktu damai “

    Unsur keempat   :   “  Lebih lama dari tiga puluh hari “ 

Menimbang     : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan 

pendapatnya sebagai berikut : 

                                        Unsur Kesatu  :  ” Militer ” 

         

Berdasarkan pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah 

mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang 

wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu 

ikatan dinas tersebut.

Menimbang     :      Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan 

dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-

fakta sebagai berikut : 

Menimbang     :      Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan 

dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-

fakta sebagai berikut : 
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                                        1.   Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang pada saat 

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di 

Grup-2 Kopassus dengan pangkat Serka NRP.  21020088401281 dan 

sampai dengan persidangan ini belum ada keputusan diberhentikan dari 

dinas militer. 

2.    Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer adalah juga  Warga 

Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum pidana dan juga hukum 

pidana militer. 

    3.    Bahwa benar Grup-2 Kopassus adalah salah satu Kesatuan dari  

Angkatan Darat yang berada di Propinsi Jawa Tengah dan sebagaimana 

kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para 

personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam 

tenggang waktu ikatan dinas tersebut sebagaimana layaknya seorang 

Prajurit sesuai dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, demikian 

juga halnya Terdakwa.

  Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu :    “ 

Militer ” telah terpenuhi. 

 

Unsur Kedua :  Yang karena salahnya atau dengan sengaja  melakukan 

ketidak hadiran tanpa ijin. 

Menimbang       :  Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan 

membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan 

oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja. 

                                      Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan 

kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan 

atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu 

tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki 

dan menginsyafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya. 

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak 

berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya. 
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Bahwa yang dimaksud tanpa ijin tanpa prosedur dan tata cara perijinan yang 

telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan 

kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti 

prosedur dan tata cara tersebut dan hal itu berlaku bagi setiap Prajurit, 

Termasuk Terdakwa. Sedangkan yang berhak memberikan ijin tersebut 

hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.  

Menimbang   :      Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan 

dengan barang-barang bukti yang diajaukan dipersidangan telah diperoleh 

fakta-fakta sebagai berikut :

1.   Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib, 

Saksi-1 (Serka Suroso) dan Terdakwa yang sama-sama sedang mengikuti 

Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) 

Pondok Cabe Jakarta, mengajak Terdakwa ke tenda Kolat untuk melakukan 

latihan,lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ Ya nanti saya 

menyusul ”, tetapi sampai pukul 11.00 Wib Terdakwa tidak menyusul 

sehingga Saksi-1 mengecek ke barak tempat istirahat tetapi Terdakwa tidak 

ada.  dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. 

                                  2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 

07.00 Wib, Saksi-1 melapor kepada Pa Ops PTPAD yaitu Kapten Inf 

Rommy kalau Terdakwa tidak ada di PTPAD dan menurut Kapten Inf 

Rommy, Terdakwa ijin pulang ke Solo untuk menunggui istrinya yang akan 

melahirkan sekira tanggal 12 - 13 Nopember 2013. 

3.    Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 12 Nopember 2013, Saksi-1 

menerima telepon dari istri Terdakwa (Sdri. Widowati Sari Dewi, SE) yang 

menanyakan keberadaan Terdakwa karena istri Terdakwa juga tidak dapat 

menghubungi Terdakwa melalui telepon, selanjutnya Saksi-1 melaporkan 

kepada Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa tidak ada di Solo. Setelah 

mendapat laporan tersebut selanjutnya Kapten Inf Rommy menelpon istri 

Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa lalu istri Terdakwa 

mengatakan suaminya tidak ada di Solo dan sampai sekarang belum kembali 

ke Kesatuan. 
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Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua   :   “ 

Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “  telah terpenuhi. 

Unsur Ketiga :  ” Dalam waktu damai ”.

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku 

(Terdakwa), sedangkan yang dimaksud “  Dalam waktu damai “ yaitu suatu 

keadaan pada saat tertentu dimana pada saat si pelaku melakukan 

perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan 

darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau 

kesatuan sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu 

sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan 

oleh penguasa Militer yang berwenang.

  
Menimbang   :      Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan 

dengan barang-barang bukti yang diajaukan dipersidangan telah diperoleh 

fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari 

Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 6 

November 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalarn keadaan damai 

dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas 

operasi militer. 

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga :     “ 

Dalam waktu damai “ telah terpenuhi. 

                                  Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dimaksud  lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu 

yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan 

berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum 

khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran 

Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan 

lain yang berwenang juga mengacu kepada penghitungan hari sesuai 

kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh 

hari serta berlangsung secara terus menerus. 
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Menimbang    :      Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan 

dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh 

fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa melakukan ketidak hadiran 

pada tanggal 6 November 2013 sampai dengan perkara Terdakwa diputus 

secara inabsensia pada tanggal 22 Juli 2014, Terdakwa telah melakukan 

ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang 

berwenang selama 260 (dua ratus enam puluh) hari dan perbuatan tersebut 

dilakukan Terdakwa secara berturut-turut. 

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur  keempat : “ 

Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi. 

Menimbang    : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-

fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat 

terdapat cukup bukti yang sah dan  meyakinkan bahwa Terdakwa telah 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana : 

                                       “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam 

waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang    :            Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim 

tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun 

pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.
,

Menimbang    :            Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili 

perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai  sifat, hakekat 

dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai 

berikut  : 

 -  Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan kadar disiplin 

maupun tanggung jawab yang rendah terhadap tugas dan kewajiban yang 

menjadi tanggung jawab Terdakwa di Kesatuannya. 

                                      -  Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan 

meninggalkan dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat yang telah 
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ditentukan baginya yaitu di Grup-2 Kopassus mengindikasikan Terdakwa 

tidak ingin lagi berdinas di lingkungan TNI. 

-  Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan 

tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana dan 

hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan kesatuan melaksanakan tugas 

pokoknya.

                                      - Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh ketidak siapan mental 

sebagai prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur sehingga Terdakwa 

lebih memilih melarikan diri daripada melaksanakan latihan terjun payung 

tersebut.

Menimbang      : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum 

orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga 

mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan 

kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan 

falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 

pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan 

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan 

pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

                                  N I H I L

                                  Hal-hal yang memberatkan :

                                     1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.

                                  2.  Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

                                      3. Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat melaksanakan latihan.

Menimbang     :        Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan 

sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai 

berikut  : 

      1.   Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin 

Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 

November 2013 pada saat melaksanakan Training Center (TC) di Pusat 

Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta sampai 
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dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia, mengindikasikan 

Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

                                      2.   Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari 

tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan 

keberadaannya, menunjukan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap 

aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.

                                  3.    Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang 

tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku 

dilingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai 

prajurit TNI.

Menimbang    :    Bahwa setelah meniliti dan mempertimbangkan hal-hal  tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana  tercantum pada diktum 

dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang     :   Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa :

          Surat-surat : 

                                      - 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Syahroni Nrp. 21020088401281 

Ba Ops-2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan 

bulan Januari 2014. 

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi  berkas 

perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas untuk itu perlu 

ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang     :        Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk 

membayar biaya perkara.

Mengingat       : Pasal  87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1)  KUHPM, Pasal 143 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan 

lain yang bersangkutan 

                                                            
                                                            M E N G A D I L I

1.       Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SYAHRONI, Serka NRP. 21020088401281    

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  :
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

               “  DESERSI DALAM WAKTU DAMAI  ”

2.       Memidana  Terdakwa oleh karena itu dengan : 

          -  Pidana Pokok         :  Penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan

          -  Pidana Tambahan  :  Dipecat dari dinas militer.

3.           Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 

     

 Surat-surat :

      - 1 (satu) lembar daftar absensi An.Serka Syahroni NRP. 21020088401281 Ba Ops -2/21 

Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014. 

           Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4.     Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-  (lima belas ribu rupiah)

           Demikian diputuskan pada hari ini Selasa  tanggal 22  Juli 2014 di dalam musyawarah 

Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Idris , SH NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk 

Ahmad Efendi SH.MH NRP. 11020002860972 dan Kapten Chk Indra Gunawan, SH NRP. 636671 

masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari 

dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri 

oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Ahmad Ahmadi, SH NRP. 

21930118851273, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel,SH NRP. 533192 serta dihadapan umum dan 

tanpa dihadiri Terdakwa

                                                            Hakim Ketua

                                                             

                                                              M.Idris SH.
                                                  Mayor Sus  NRP. 524413 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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                     Hakim Anggota I                                                  Hakim Anggota II  

                

                 Ahmad Efendi SH.MH                                             Indra Gunawan, SH                                                    

      Mayor Chk NRP. 11020002860972                               Kapten  Chk NRP. 636671

                                                               

Panitera

                                                      

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192

19

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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PENGAD:LAN MILITER‖ -1l YOGYAKARTA
」I Perempatan Ring Road Tirnur,Banguntapan,Bantul, Yogyakarta

Telp.(0274)452220(Fax)(0274)452254
E… rnaili l:ifll■華 111・重:1=■11l  Websle lifil■ fご 豊:書i::=|,II三し季■■誓fil■

Nomor :

Klasifikasi :

Perihal :

Yogyakarta, o3 Juni 2A15

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN Sunan KalJa9a

di

Yogyakarta

1. Dasar:

a. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor : 56 Tahun 2004 tentang
Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung R.l.

b. Surat Ketua Prodi llmu Hukum Nomor: U|N.oJDS.l/PP.szal2O15 tanggal
Maret 2015, tentang Permohonan ljin Penelitian.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas kami laporkan bahwa Mahasiswa
atas nama :

W`2.MIL.04/(`ゞ ノB/VI/2015
Biasa
Telah rnelakukan penelitian di

Pengadilan M‖ iter‖ -1l Yka

Nama

Nomor Mhs

Fakultas

Universitas

Alamat

: EKO IRIANTO PRAYUDHA

: 11340051

: Syanan dan Hukum

: UiN Sunan Kaluaga

l 」|.Marsda Adisutcipto Yogyakarta 55281.

Siswa tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian / Riset di
Pengadilan 4ヽinter l卜 1l Yogyakarta sebagai syarat dalarn rangka penyusunan

skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI PERADILAN IN ABSEN丁IA DALAM PERKARA PIDANA
DESERSi(SttUDI PUTUSAN NOMOR124-K/PM.lν l 1/ADノ IV/2014)."

Demikian mohon dimaklumi.

lan iⅥ iliter‖‐11
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang berlanda tangan di bawah ini:

Narna

Jabatan

Alamat

Menerangkan bahu'a r-r

Nama

NIM

Alamat

Fakultas

.lurusar-r

L nir cr.itu:

Aulisa Duntlel. S.H.

I(ATAUD

Jl. Ring Road Timur. Banguntapan. Bantul, Yogyakarta.

anra cli bari,ah ini:

Eko Iri anto Pr-ayr-rclha

I 13.+005 I

Gedangan. Sentolo. Sentolo. I(ulon Plogo. Yogyakarla

Syariah ciitn Hukun-r

Iluru Hukun-r

L l\ Sunan Kali-iaga Yograkarta

Telah r-nelakr,rkan \i,,a\\'aucara rlcngau siira pacia tanqgal 30 Maret 2015 bcrtcrlpat

di Pengadilan N{iliter ll-Ii Yog-vakarta. -slrnri nrclcnekapi data skripsi yang

berjr,rdnl INIPLENIENl'.q.SI PERADILAN .LV ABSENTIA DALANI

PERIiARA PID,\N.\ DESERSI (S]-LIDI PT]TUSAN NO},IOR : 21-

I(/PNLI I/1 I /AD/t\'/20 r.l)

Denrikian sLrrat kclL-r'lursrur ini tliirLrat LrntLrli rligLinrrkan sciraglinranit rt.tcstitttr.t.

Yos\,akar-ta. 3 .luni 201-5

) NRP ,5331



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Alamat

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama

NIM

Alamat

Fakultas

Jurusan

Universitas

: ra?キ zぃ こ?β パレlパ in

:%ダ i alに つとぃPom w/イ
5い α・

:.つと,Ar(7i4 颯6｀ ろ づuraた
α
「
や久

Eko lrianto Prayudha

l1340051

Gcdangan,Sentolo,Sentolo,Kulon Progo,Kuloll Progo,Y6gyakarta

Syanah dan Hukum

1lmu Hukum

UIN Sunan Kdttaga Yogyakarta /

Telah lnelakukan wawancara dcngan saya pada tangga1 12 Mci 2015 bertempat di DENPONII

IV/4 SURAKARTA, guna melengkapi data skripsi yang ber」 udul IMPLEMENTASI

PERADILAN Ⅳ ∠BttDν四% DALAMI PERKARA PIDANA DESERSI( STUDI

PUTUSAN NOpIIOR:24‐ ICPⅣI.Ⅱ/11/AD/1V/2014).

Delnikian sllrat keterangan ini dibuat untuk digunakan sё bagaimana mestinya.

Solo,12 Ⅳlei 2015

%ダ i alに

「
…4.ア 1.lill.ヽ。ぅ

\(aqta.n c?* 
'1.f 

, L1Z oo tL\t



SURAT KETERANGANヽ VAヽVANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Alanat

Menerangkan bahwa n

Nama

NIM

Alamat

Fakultas

Julusan

Ui-riversitas

Ahmad Eft-encli. S.H." M.H.

Kelompok Hakim lV1iHter Gol. IV

Jl. Ring Road Timur. Bangurrtitpan. Bantul, Yogyakarta.

ama di bau,ah ini:

Eko h'ianto Prayurclha

1 13400-51

Geclangan. Sentolo, Scntolo. I(ulon Progo, Yogyakarla

Syariah clan Hukur-r-t

Ilmu Hukurr

Lr IN Sunan Kalijaga \'-ogy'akarta

Tclah l■ clakukan、va、va1lcal‐ a dcl]ga1l saycl ptl(la tallgga1 30 ivlaret 201 5 bcl・ tcinpat

(li Pcllgadilan λ4ilitcr ll― ll 「ヽogyakarta、  ビしllla 11lclcllgktlpi data skripsi yang

bcttudul l卜 IPLE卜IENTASI  PERADHコ AN /A「  月3SENE■A DAlッ A卜I

PERKARA PIDANA DESERSI(STIIDI PliTliSAN NO卜 10R : 24-

WP卜1.Ⅱ/11/AD/1V/2014).

IDe11]ikial]surat ketertllltall illi(libし ltlt t11ltヒ Ik(litヒ IIIlk〔 11l scl)clgailllc11lt1 11lCSti1lva

\1rnor (C'hk) NRP. II020002860972



SURAT KETERANGAN WAヽ VANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Narna

Jabatan

Alamat

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Narna

NIM

Alan-rat

Fakultas

Jurusan

:M. Idris, S.H.

: Kelompok Hakim Militer Gol. IV

: Jl. Ring Road Timur, Banguutapatt" Bantul, Yogyakalta.

: Eko Irianto Prayuclha

: 1lizl005l

: Gedangan, Sentolo, Seutolo, I(ulor-r Progo, Yttgyakarla

: Syariah dan Hukuur

: Ilrr-ru Flukuin

Unir.ersitas : UIN Sun:rn Kalijaga Yogyakarla

Telah rnelakukan \\'i.t\\'ltncara dengiur sa-va pacla tar-iggal 1l Mei 2015 berternpat cli Petlgadilarl

lVIilitel Il-11 Yogy'akatta, gunlr rnelcngkapr clata sknpsi 1,'ang be,r'jr:citri IittPI.Ei\li'-N i'.\SI

PERADILAN IN ,.[BSEIITI,4 DAL,\NI PERKARA PIDANA DESERSI (SI-LDI

PUTUSAN NON'IOR : 24-KIPN'1 .lll ll I ADIIV/20 l1).

Demikian surat kcter:ltgan rni clibr-rat untuk cligr:nakan sebagaitttatta trestitlva.

Yog-v-akarla. 3 .lurni 2015

r or (Sr-rs 524413
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

           YOGYAKARTA

                                                                PUTUSAN

Nomor   : 24-K/PM.II -11/AD/IV/2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan 

mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum 

di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap      : SYAHRONI.

Pangkat / NRP      : Serka / 21020088401281.

Jabatan      : Ba Ops-2/21.

Kesatuan     : Grup-2 Kopassus.

Tempat dan  tanggal lahir     : Tabalong, 26 Desember 1981.

Jenis kelamin      : Laki-laki

Kewarganegaraan      : Indonesia

A g a m a      : Islam

Tempat tinggal      : Asrama Grup-2 Kopassus Kartasura, Sukoharjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca            :        Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan   :        1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Grup-2 Kopassus  

selaku Papera Nomor : Kep/ 02 / III /2014 tanggal 20  Maret  2014.

2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-21/ IV /2014  tanggal 1 April 2014.

                                    3. Surat Keterangan dari Kasi Intel an.Komandan Grup-2 Kopassus Nomor 

: B / 601 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 menyatakan Terdakwa 

sedang desersi dan sampai sekarang belum kembali  ke satuan.  

1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

                                        4. Surat panggilan untuk menghadap persidangan Terdakwa dan para 

Saksi. 

                                    5.  Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. 

Mendengar        :        1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-21/ IV /2014  

tanggal 1 April 2014 di depan sidang yang  dijadikan dasar dalam 

pemeriksaan perkara ini.

                                        2. Hal-hal lain yang diterangkan dipersidangan dan keterangan-  keterangan 

para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :     Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis 

Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana : 

                                    “ Desersi dalam waktu damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) 

ke-2 jo ayat (2) KUHPM,  dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar 

Terdakwa dijatuhi pidana :

    Pidana pokok         :  Penjara selama 10  ( sepuluh ) bulan

    Pidana tambahan  :  Dipecat dari dinas TNI  AD

                                    Menetapkan barang bukti berupa  surat-surat:

     - 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Syahroni NRP. 

21020088401281 Ba Ops-2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 

2013 sampai dengan bulan Januari 2014. 

    Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

     Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar               Rp. 

15.000,- ( lima belas ribu rupiah).

Menimbang :   Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa 

didakwa sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Bahwa  Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, 

yaitu sejak tanggal enam bulan Nopember tahun 2000 tiga belas sampai 

dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun 2000 empat belas, 

setidak-tidaknya dalam Tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 

empat belas bertempat di Ma Grup-2 Kopassus Surakarta atau setidak 

tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 

II-11Yogyakarta  telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak 

hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan 

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Grup-2 

Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21020088401281 dan sampai 

dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer. 

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan 

Kesatuannya sejak tanggal 6 Nopember 2013 pada saat mengikuti latihan 

Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) 

Pondok Cabe. 

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan 

Satuan, Kesatuan telah berupaya melakukan  pencarian terhadap Terdakwa 

ke rumah orang tua Terdakwa di Kalimantan Selatan, di rumah mertua 

Terdakwa dan di sekitar Solo Raya namun tidak diketemukan. 

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin 

yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak 

tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak 

Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 atau selama 85 

(delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau selama lebih dari 30 

(tiga puluh) hari secara beturut-turut.  

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak  

dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang 
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dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Grup-2 Kopassus tidak  sedang 

dipersiapkan tugas operasi Militer.

    Berpendapat  :  Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan 

pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang          : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan , namun 

para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita 

Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta masing-masing pada 

tanggal 8 dan 10 Januari 2014 dan yang bersangkutan telah dipanggil 

secara sah oleh Oditur Militer namun tidak hadir di persidangan dan saat 

dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer 

telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan maka keterangan 

dimaksud sama nilainya apabila para Saksi hadir di persidangan.  

                                        Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk 

membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :  

Saksi-1              :     Nama lengkap     :     SUROSO.

Pangkat/NRP                    :     Serka/21020181610282.

Jabatan   :     Danru 3/3/1/21.

    Kesatuan   :     Grup-2 Kopassus.

    Tempat dan tanggal lahir  :     17 Pebruari 1982.

    Jenis Kelamin   :     Laki-laki

    Kewarganegaraan   :     Indonesia

    A g a m a   :     I s l a m

    Alamat tempat tinggal      :   Asrama Grup-2 Kopassus Rt. 06 Rw.14 
Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab. 
Sukoharjo.

    Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

    1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2004 di 

Kesatuan Grup-2 Kopassus, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan 

dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
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    2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan 

Kesatuan sejak tanggal 6 Nopember 2013, pada saat mengikuti latihan 

Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) 

Pondok Cabe Jakarta dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. 

    3. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib  Saksi 

mengajak Terdakwa ke tenda Kolat untuk latihan terjun payung, namun 

Terdakwa menjawab “ Ya nanti saya menyusul ”, tetapi sampai sekira 

pukul 11.00 Wib Terdakwa tidak menyusul sehingga Saksi mengecek ke 

barak tempat istirahat tetapi Terdakwa tidak ada. 

                                     4.Bahwa pada hari Jum`at tanggal 12 Nopember 2013, Saksi menerima 

telepon dari istri Terdakwa (Sdri. Widowati Sari Dewi, SE) yang 

menanyakan keberadaan Terdakwa, karena istri Terdakwa tidak dapat 

menghubungi Terdakwa melalui telepon.  

    5.  Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 

07.00 Wib, Saksi melapor kepada Pa Ops PTPAD Kapten Inf Rommy 

kalau Terdakwa tidak ada di PTPAD, dan menurut Kapten Inf Rommy 

bahwa Terdakwa ijin pulang ke Solo untuk menunggu istrinya yang akan 

melahirkan, karena menurut keterangan dokter istri Terdakwa akan 

melahirkan sekira tanggal 12 - 13 Nopember 2013, kemudian Saksi 

melaporkan kembali bahwa Terdakwa juga tidak ada di rumahnya yang 

beralamat di Asrama Grup-2 Kopassus Kartasura Sukoharjo, mendapat 

laporan tersebut selanjutnya Kapten Inf Rommy menelpon istri Terdakwa 

menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh istri Terdakwa bahwa 

suaminya (Terdakwa) tidak ada di Solo.

    6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan 

tanpa ijin Kesatuannya, karena selama latihan di PTPAD Terdakwa terlihat 

biasa saja dan tidak pernah menceritakan permasalahan yang dihadapinya. 

    7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan 

Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang 

keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke 

Kesatuan. 

    8. Bahwa dari Kesatuan Grup-2 Kopassus telah melakukan upaya 

pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Surakarta dan menghubungi istri 
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Terdakwa serta keluarga Terdakwa di Kalimantan melalui telepon, namun 

Terdakwa tidak diketahui keberadaannya. 

    9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa iji dari 

Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 

keadaan damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan 

untuk tugas operasi militer.  

     Saksi-2             :     Nama lengkap   :    MARSEL TEIN.

Pangkat/NRP   :    Serka/31950268890573.

Jabatan   :    Ba Intel Ki 2 Yon 21.

Kesatuan   :    Grup-2 Kopassus.

Tempat dan tanggal lahir  :    Soe NTT, 10 Mei 1973.

    Jenis Kelamin   :    Laki-laki

    Kewarganegaraan   :    Indonesia

     A g a m a   :    Kristen.

     Alamat tempat tinggal   : Asrama Grup-2 Kopassus,                              

Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

    Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinas di Grup-2 

Kopassus pada tahun 2004 dan pernah melaksanakan tugas Operasi di 

Aceh bersama Terdakwa, kenal hanya sebatas hubungan dinas antara 

atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan 

Kesatuan sejak tanggal 6 Nopember 2013 yaitu pada saat Terdakwa 

melaksanakan perintah Training Center di Pusat Terjun Payung Angkatan 

Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta dan sampai dengan sekarang tidak 

diketahui keberadaannya.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindakan 

meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 24 Nopember 2013 setelah 

diberitahu oleh Danki-2/21 Kapten Inf Arif Novianto melalui telepon. 

    4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan 

dinas tanpa ijin Kesatuannya karena pada saat itu Terdakwa sedang 
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mengikuti Training Center di PTPAD sedangkan Saksi sedang melatih 

Raider 411/Kostrad di Batujajar Bandung. 

5.  Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan 

Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang 

keberadaannya baik lewat surat, maupun telepon, dan Terdakwa tidak 

membawa barang-barang inventaris kantor.  

    6. Bahwa dari Kesatuan Grup-2 Kopassus telah melakukan upaya 

pencarian terhadap Terdakwa orang tuanya di Kalimantan Selatan yang 

dilakukan oleh Serka Indro Purnomo lalu di rumah mertuanya di Nusukan 

Solo, serta di sekitar Solo Raya namun Terdakwa tidak diketemukan.

                                     7.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari 

Komandan kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 

keadaan damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan 

untuk tugas operasi militer.  

     Saksi-3       :           Nama lengkap      :    NURHADI.

    Pangkat/NRP      :    Serda/31970332140776.

    Jabatan      :    Bamin Log/Juyar Ki-2/21.

    Kesatuan      :    Grup-2 Kopassus.

    Tempat dan tanggal lahir     :    Demak, 2 Juli 1976.

    Jenis Kelamin      :    Laki-laki

    Kewarganegaraan      :    Indonesia

     A g a m a      :    I s l a m

     Alamat tempat tinggal        :    Asrama Grup-2 Kopassus              Kec 
Kartasura  Kab. Sukoharjo.

    Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 namun hanya 

sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada 

hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan 

Kesatuan sejak tanggal 6 Nopember 2013 pada saat melaksanakan perintah 
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Training Center di PTPAD Pondok Cabe Jakarta dan hingga sekarang 

belum kembali ke Kesatuan..

3. Bahwa Terdakwa sejak minggu ke-2 bulan Nopember 2013 sampai 

dengan sekarang tidak melaksanakan apel pagi maupun apel siang dengan 

keterangan TK (Tanpa Keterangan). 

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan 

dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena pada saat itu Terdakwa sedang 

mengikuti Training Center di PTPAD sedangkan Saksi sebagai Bamin Log/

Juyar Ki-2/21 berada di Markas Grup-2 Kopassus Kartasura. 

5.  Bahwa Kesatuan Grup-2 Kopassus telah melakukan upaya pencarian 

terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kalimantan Selatan yang 

dilakukan oleh Serka Indro Purnomo anggota Yon-22, lalu di rumah 

mertuanya di Nusukan Solo, serta di sekitar Solo Raya namun Terdakwa 

tidak diketemukan.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan 

Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang 

keberadaannya baik lewat surat, maupun telepon, dan Terdakwa juga tidak 

membawa barang-barang inventaris kantor.  

    7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari 

Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan 

damai dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk 

tugas operasi militer.  

Menimbang          : Bahwa sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan ini, terhadap 

Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena berdasarkan Berita Acara 

tidak diketemukannya Tersangka pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2014 

sekira pukul 09.00 di Madenpom IV/4 Surakarta dan surat jawaban 

panggilan Oditur Militer dari  Kasi Intel an.Komandan Grup-2 Kopassus 

Nomor : B / 601 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014 menyatakan Terdakwa 

sedang desersi dan sampai sekarang belum kembali  ke satuan.  

Menimbang        :      Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya sudah tidak 

ditemukan lagi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan 

persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara ( Vide Pasal 124 ayat (4) UU 

No. 31 Tahun 1997 ). 
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Menimbang          :    Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke 

persidangan berupa : 

Surat-surat  :

    

     - 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Syahroni NRP. 

21020088401281 Ba Ops-2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 

2013 sampai dengan bulan Januari 2014. 

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa 

yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi, 

maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang 

didakwakan. 

Menimbang          : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang 

bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka 

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat 

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di 

Grup-2 Kopassus dengan pangkat Serka NRP. 21020088401281 dan 

sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas 

militer. 

2  Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib 

saat Saksi-1 dan Terdakwa mengikuti latihan Training Center (TC) di 

Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta, 

Saksi-1 mengajak Terdakwa ke tenda Kolat untuk melakukan latihan, 

namun Terdakwa menjawab “ Ya nanti saya menyusul ”, tetapi sampai 

pukul 11.00 Wib Terdakwa tidak menyusul sehingga Saksi-1 mengecek 

ke barak tempat istirahat tetapi Terdakwa tidak ada dan sampai 

sekarang belum kembali ke Kesatuan. 

3  Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 

07.00 Wib, Saksi-1 melapor kepada Pa Ops PTPAD yaitu Kapten Inf 

Rommy kalau Terdakwa tidak ada di PTPAD dan menurut Kapten Inf 
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Rommy bahwa Terdakwa ijin pulang ke Solo untuk menunggu istrinya 

yang akan melahirkan sekira tanggal 12 - 13 Nopember 2013. 

4 Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 12 Nopember 2013, Saksi-1 

menerima telepon dari istri Terdakwa (Sdri. Widowati Sari Dewi, SE) 

yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena istri Terdakwa juga 

tidak dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon, selanjutnya 

Saksi-1 melaporkan kepada Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa juga 

tidak ada di Solo, dan setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya 

Kapten Inf Rommy menelpon istri Terdakwa menanyakan keberadaan 

Terdakwa dan  istri Terdakwa mengatakan suaminya tidak ada di Solo.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa 

melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan 

lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan 

keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke 

Kesatuan. 

    6. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap 

Terdakwa di sekitar Surakarta, Solo dan Kalimantan Selatan serta 

menghubungi istri Terdakwa serta keluarga Terdakwa namun Terdakwa 

tidak diketahui keberadaannya. 

    7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran di 

Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang 

berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai 

dan Kesatuan Grup-2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas 

operasi militer.  

    8.  Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Grup-2 Kopassus, Terdakwa 

melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya sejak tanggal 6 Nopember 2013 

dan sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada 

tanggal 22 Juli 2014 maka Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran 

tersebut selama 260 (dua ratus enam puluh) hari dan hal itu dilakukan 

secara berturut-turut atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari. 

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang 

dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan 

mengemukakan pendapat sebagai berikut :
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Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur 

Militer, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktiannya dan 

mengenai lamanya pemidanaan yang dimohonkan, Majelis Hakim 

sependapat dengan Oditur Militer. 

Menimbang      : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam 

dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung  unsur-unsur sebagai 

berikut :  

                                     Unsur kesatu      :   “  Militer  “

   Unsur kedua      :  “ Yang Karena salahnya atau dengan sengaja  

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ 

    Unsur ketiga       :   “  Dalam waktu damai “

    Unsur keempat   :   “  Lebih lama dari tiga puluh hari “ 

Menimbang     : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan 

pendapatnya sebagai berikut : 

                                        Unsur Kesatu  :  ” Militer ” 

         

Berdasarkan pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah 

mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang 

wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu 

ikatan dinas tersebut.

Menimbang     :      Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan 

dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-

fakta sebagai berikut : 

Menimbang     :      Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan 

dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-

fakta sebagai berikut : 
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                                        1.   Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang pada saat 

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di 

Grup-2 Kopassus dengan pangkat Serka NRP.  21020088401281 dan 

sampai dengan persidangan ini belum ada keputusan diberhentikan dari 

dinas militer. 

2.    Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer adalah juga  Warga 

Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum pidana dan juga hukum 

pidana militer. 

    3.    Bahwa benar Grup-2 Kopassus adalah salah satu Kesatuan dari  

Angkatan Darat yang berada di Propinsi Jawa Tengah dan sebagaimana 

kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para 

personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam 

tenggang waktu ikatan dinas tersebut sebagaimana layaknya seorang 

Prajurit sesuai dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, demikian 

juga halnya Terdakwa.

  Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu :    “ 

Militer ” telah terpenuhi. 

 

Unsur Kedua :  Yang karena salahnya atau dengan sengaja  melakukan 

ketidak hadiran tanpa ijin. 

Menimbang       :  Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan 

membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan 

oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja. 

                                      Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan 

kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan 

atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu 

tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki 

dan menginsyafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya. 

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak 

berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya. 
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Bahwa yang dimaksud tanpa ijin tanpa prosedur dan tata cara perijinan yang 

telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan 

kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti 

prosedur dan tata cara tersebut dan hal itu berlaku bagi setiap Prajurit, 

Termasuk Terdakwa. Sedangkan yang berhak memberikan ijin tersebut 

hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.  

Menimbang   :      Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan 

dengan barang-barang bukti yang diajaukan dipersidangan telah diperoleh 

fakta-fakta sebagai berikut :

1.   Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib, 

Saksi-1 (Serka Suroso) dan Terdakwa yang sama-sama sedang mengikuti 

Training Center (TC) di Pusat Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) 

Pondok Cabe Jakarta, mengajak Terdakwa ke tenda Kolat untuk melakukan 

latihan,lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ Ya nanti saya 

menyusul ”, tetapi sampai pukul 11.00 Wib Terdakwa tidak menyusul 

sehingga Saksi-1 mengecek ke barak tempat istirahat tetapi Terdakwa tidak 

ada.  dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. 

                                  2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 

07.00 Wib, Saksi-1 melapor kepada Pa Ops PTPAD yaitu Kapten Inf 

Rommy kalau Terdakwa tidak ada di PTPAD dan menurut Kapten Inf 

Rommy, Terdakwa ijin pulang ke Solo untuk menunggui istrinya yang akan 

melahirkan sekira tanggal 12 - 13 Nopember 2013. 

3.    Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 12 Nopember 2013, Saksi-1 

menerima telepon dari istri Terdakwa (Sdri. Widowati Sari Dewi, SE) yang 

menanyakan keberadaan Terdakwa karena istri Terdakwa juga tidak dapat 

menghubungi Terdakwa melalui telepon, selanjutnya Saksi-1 melaporkan 

kepada Kapten Inf Rommy kalau Terdakwa tidak ada di Solo. Setelah 

mendapat laporan tersebut selanjutnya Kapten Inf Rommy menelpon istri 

Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa lalu istri Terdakwa 

mengatakan suaminya tidak ada di Solo dan sampai sekarang belum kembali 

ke Kesatuan. 
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Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua   :   “ 

Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “  telah terpenuhi. 

Unsur Ketiga :  ” Dalam waktu damai ”.

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku 

(Terdakwa), sedangkan yang dimaksud “  Dalam waktu damai “ yaitu suatu 

keadaan pada saat tertentu dimana pada saat si pelaku melakukan 

perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan 

darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau 

kesatuan sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu 

sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan 

oleh penguasa Militer yang berwenang.

  
Menimbang   :      Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dihubungkan 

dengan barang-barang bukti yang diajaukan dipersidangan telah diperoleh 

fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari 

Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 6 

November 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalarn keadaan damai 

dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas 

operasi militer. 

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga :     “ 

Dalam waktu damai “ telah terpenuhi. 

                                  Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dimaksud  lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu 

yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan 

berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum 

khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran 

Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan 

lain yang berwenang juga mengacu kepada penghitungan hari sesuai 

kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh 

hari serta berlangsung secara terus menerus. 
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Menimbang    :      Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan dihubungkan 

dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh 

fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa melakukan ketidak hadiran 

pada tanggal 6 November 2013 sampai dengan perkara Terdakwa diputus 

secara inabsensia pada tanggal 22 Juli 2014, Terdakwa telah melakukan 

ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang 

berwenang selama 260 (dua ratus enam puluh) hari dan perbuatan tersebut 

dilakukan Terdakwa secara berturut-turut. 

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur  keempat : “ 

Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi. 

Menimbang    : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-

fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat 

terdapat cukup bukti yang sah dan  meyakinkan bahwa Terdakwa telah 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana : 

                                       “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam 

waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang    :            Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim 

tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun 

pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.
,

Menimbang    :            Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili 

perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai  sifat, hakekat 

dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai 

berikut  : 

 -  Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan kadar disiplin 

maupun tanggung jawab yang rendah terhadap tugas dan kewajiban yang 

menjadi tanggung jawab Terdakwa di Kesatuannya. 

                                      -  Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan 

meninggalkan dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat yang telah 
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ditentukan baginya yaitu di Grup-2 Kopassus mengindikasikan Terdakwa 

tidak ingin lagi berdinas di lingkungan TNI. 

-  Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan 

tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana dan 

hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan kesatuan melaksanakan tugas 

pokoknya.

                                      - Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh ketidak siapan mental 

sebagai prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur sehingga Terdakwa 

lebih memilih melarikan diri daripada melaksanakan latihan terjun payung 

tersebut.

Menimbang      : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum 

orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga 

mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan 

kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan 

falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 

pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan 

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan 

pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

                                  N I H I L

                                  Hal-hal yang memberatkan :

                                     1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.

                                  2.  Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

                                      3. Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat melaksanakan latihan.

Menimbang     :        Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan 

sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai 

berikut  : 

      1.   Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin 

Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 

November 2013 pada saat melaksanakan Training Center (TC) di Pusat 

Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Pondok Cabe Jakarta sampai 
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dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia, mengindikasikan 

Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

                                      2.   Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari 

tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan 

keberadaannya, menunjukan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap 

aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.

                                  3.    Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang 

tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku 

dilingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai 

prajurit TNI.

Menimbang    :    Bahwa setelah meniliti dan mempertimbangkan hal-hal  tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana  tercantum pada diktum 

dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang     :   Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa :

          Surat-surat : 

                                      - 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Syahroni Nrp. 21020088401281 

Ba Ops-2/21 Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan 

bulan Januari 2014. 

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi  berkas 

perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas untuk itu perlu 

ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang     :        Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk 

membayar biaya perkara.

Mengingat       : Pasal  87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1)  KUHPM, Pasal 143 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan 

lain yang bersangkutan 

                                                            
                                                            M E N G A D I L I

1.       Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SYAHRONI, Serka NRP. 21020088401281    

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  :
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               “  DESERSI DALAM WAKTU DAMAI  ”

2.       Memidana  Terdakwa oleh karena itu dengan : 

          -  Pidana Pokok         :  Penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan

          -  Pidana Tambahan  :  Dipecat dari dinas militer.

3.           Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 

     

 Surat-surat :

      - 1 (satu) lembar daftar absensi An.Serka Syahroni NRP. 21020088401281 Ba Ops -2/21 

Grup-2 Kopassus sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2014. 

           Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4.     Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-  (lima belas ribu rupiah)

           Demikian diputuskan pada hari ini Selasa  tanggal 22  Juli 2014 di dalam musyawarah 

Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Idris , SH NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk 

Ahmad Efendi SH.MH NRP. 11020002860972 dan Kapten Chk Indra Gunawan, SH NRP. 636671 

masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari 

dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri 

oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Ahmad Ahmadi, SH NRP. 

21930118851273, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel,SH NRP. 533192 serta dihadapan umum dan 

tanpa dihadiri Terdakwa

                                                            Hakim Ketua

                                                             

                                                              M.Idris SH.
                                                  Mayor Sus  NRP. 524413 
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                     Hakim Anggota I                                                  Hakim Anggota II  

                

                 Ahmad Efendi SH.MH                                             Indra Gunawan, SH                                                    

      Mayor Chk NRP. 11020002860972                               Kapten  Chk NRP. 636671

                                                               

Panitera

                                                      

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192
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